
BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI RE.JANG LEBONG 
NOM0R /3 TAHUN 2020 

TENTANG 

KEDUOUKAN, SUSUNAN ORGANISASl, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATJ REJANO LEBONG. 

bahwa sehubungan adanya perubahan organisasi Sekretariat 
Daerah Kabupacen Rejang Lebong untuk menyesuaikan 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 
2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja 
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota, maka 
Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 37 Tahun 2016 
ten tang Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. 
serta Tata Kerja Sekretariac Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Rejang Lebong Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 37 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F'ungsi, 
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong, perlu diganti unruk disesuaikan. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahu.n 1967 tencang 
Pembenrukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten rang 
Pembenrukan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494) ; 
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Menetapkan 

4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di 
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2854); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat 
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANJSASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerab dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerab adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
6 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan keluraban. 

7 . Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
9. Staf Ahli adalab Staf Ahli Bupati Rejang Lebong. 
10. Asisten, Bagian clan Sub Bagian adalah Asisten, Bagian dan Sub Bagian 

pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

12. Jabatan Pungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkrutan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

13. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 

BAB II 
KEDUDUKAN 

Pasai2 

Sekretariat Daerah 1'ipe A merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris 
Daerah. 

Pasal3 

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan 
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. 

(2) Sekretariat Daerah dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) menyelenggarakan fungsi: 
a . pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 
c . pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 
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d 1)<'11\, anfu, odmmis1rn11f chm pembinaan aparatur sipil negara pada 
Pt'mnsk,11 D,wmh: clRn 

<' pelnl..smnmn tugns lRin yang d1berikan olt>h Bupati terkait dengan tugas 
c1!111 t\1111;sin) 11. 

BAB 111 
SUSUNAN OROANISASl 

:kk~•tani,t 0Rt·n,h h;'l"Uiri dari : 
a ::kkret,1n;. Daemh. 

b. ,\s1st,·11 f\•111cnn1Rhnn dR11 KesejnhterRan Rakyat, terdiri dari : 
I BngiRn f\•nwiint11hnn: 
2 l\a,c.11u1 i-.,,,,,~111h1t•m1111 Rnk~·n t: ctan 
J . Ba.g11m ll11k11111. 

c ,\si>'tt·n l't'n:•konomian dan Pt•mbangunnn. terdiri dari : 
l . Bu..~ian l'erekonomian tlan Surnbt>r Daya Alam: 
2. Bagi \I\ -\dmin is1 ms1 Pt·mbani(unan: dan 
J . Ba_>tian Pt'ngmi1rnn BHrnng dan JRM. 

d . As.istt'n ·\dministrasi Umum. tt•rdi,; da ,i : 
1. &gian llmum: 
2. BR.gian Organisasi ; 
3 . Bagian Protokol dan Komuniknsi Pimpinan: dan 
4 . Bagian P,·1\'m·nnaan dan l\t'uangan. 

Pasal S 

( l ) SekretRriat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipimpin 
olt>h Sekreuuis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati. 

(2) As1sten sebagairnana ctimaksud dalam Pasal 4 huruf b. c dan d , dipimpin 
oleh .-\sistcn yang bl'rada dibawah dan bcrtanggung jawab kepada Sekretaris 
Daerah 

(3) Bagian pad11 Asistt•n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b , c dan d, 
dipimpin olrh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kcpada Asisien. 

BABIV 
TUGAS DAN FU NGSI 

Bagian Kcsatu 
Sekretaris Daerah 

Pasal6 

(I) Sekretaris Daerah m empunyai tugas membantu Bupatj daJam 
pengkoordinasian administratif. pcngoordinasian pdaksanaan tugas 
Pt>rirngkat DRerah. perumusan kebijakan dan memberikan pelay anan secara 
administratif kepada Perangkat Daerah. 

(2) Untuk melaksanRkan rugas sebagaimana dimaksud pada ayat {I), Sekretaris 
Dacrah mt•mpunyai fungsi : 
a. pengoordinAsian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; 
b. perumusan k<>bijakan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 
c. perumusan kebijakan perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

kebijakan Pemerintah Daerah: 
d . penyelenggaraan pelayanan administrasi umum Pemerintah Daerah ; 
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e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah; 
dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 
dan fungsinya. 

Bagjan Kedua 
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 7 

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas 
membantu Sekretaris Daerah daJam penyusunan kebijakan daerah di bidang 
pemerintahan, hukum, dan kerja sama, dan pengoordinasian penyusunan 
kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian 
pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan 
rakyat , hukum dan kerja sama. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : 
a . penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kerja 

sama; 
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan dae.rah di bidang kesejahteraan 

rakyat; 
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama; 
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

pemerintahan, hukum dan kerja sama; 
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait 

pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor 
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 
kesejahteraan rakyat; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 1 
Bagjan Pemerintahan 

Pasal 8 

(1) Bagian Pemerintaban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan 
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan 
administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan 
dan kerja sama dan otonomi daerah; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 
Pemerintahan mempunyai fungsi: 
a . penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi 

pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi 
daerah; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang 
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan 
otonomi daerah; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah 
dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan 
kerjasama dan otonomi daerah; 

d . penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 
dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan 
kerjasama dan otonomi daerah; 
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e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang 
administras.i pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan 
otonomi daerah; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal9 

(I) Bagian Pemerintahan, terdiri dari: 
a . Sub Bagian Administrasi Pemerintahan; 
b. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan 
c. Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub 
Bagian yang berada d ibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. 

Pasal I 0 

(I) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (l) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan 
kebijakan daerah, perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi 
pemerintahan, pengoordinasian pelaksanaan tugas dibidang kependudukan 
dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri , 
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, memfasilitasi 
forum komunikasi pimpinan daerah , pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 
bidang administrasi pemerintahan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 
Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi 

pemerintahan; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi 

pemerintahan; 
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil , kesatuan bangsa dan politik dalam 
negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masya rakat; 

d. pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah; 
e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang administrasi pemerintahan; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 

(1) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) huruf b , mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi 
pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah 
kecamatan dan/atau kelurahan, melaksanakan koordinasi penegasan batas 
daerah, kecamatan, kelurahan, dan/atau pemindahan ibukota kecamatan, 
menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan, menyusun bahan 
kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, 
pengelolaan dana kelurahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( ! ), Sub 
Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai fungsi: 
a . pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, 

penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan: 
b. pelaksanaan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan 

dan/atau pemindahan ibukota kecamat.an; 
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c. pelaksanaan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah; 
d . menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan; 
e. menyusun bahan kebijakan pel impahan sebagian kewenangan Bupati 

kepada Camat; 
f. menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan; 
g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

bidang administrasi kewilayahan; dan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal l2 

(I) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (I) huruf c, mempunyaj tugas menyusun bahan, menghimpun 
informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), 
melaksanakan fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) 
organisasi perangkat daerah dan koordinasi proses pengusulan, 
pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, menyusun 
bah an laporan akhir masa jabatan (AMJ) Bu pati, melaksanakan fasilitasi 
dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum, koordinasi 
proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang otonomi 
daerah, menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang 
kerja sama dalam negeri , melaksanakan pengendalian dan perumusan data 
hasil kerjasama daerah dalam negeri, melaksanakan fasilitasi forum dan 
asosiasi pemerintah daerah, melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
kerjasama daerah dalam negeri yang dilakukan oleh perangkat daerah di 
lingkungan pemerintah daerah, melaksanakan penyusunan laporan hasil 
pelaksanaan kerjasama daerah dalam negeri. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Sub 
Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah mempunyaj fungsi : 
a . penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(LPPD); 

b. menghimpun lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(lLLPD); 

c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
Organisasi Perangkat Daerah; 

d . pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan 
dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati ; 

e. pelaksanaan fasilitasi pengusulan izin dan cuti Bupati dan Wakil Bupati; 
f. penyusunan bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati; 
g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan 

Pemilihan Umum; 

h. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian 
antar waktu Pimpinan dan Anggota Legislatif; 

i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah d.i 
bidang otonomi daerah; 

j . penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang 
kerjasama dalam negeri; 

k. pelaksanaan pengolahan data kerjasama daerah dalam negeri; 
I. pelaksanaan pengenda]jan perumusan data hasil kerjasama daerah 

dalam negeri; 

m. pelaksanaan fasilitasi forum dan asosiasi pemerin tah daerah; 
n. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah dalam negeri 

yang dilakukan oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah; 
o. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerjasama daerah 

dalam negeri; dan 
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p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf2 
Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 13 

( l ) Bagian Kesejabteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
kebijakan daerah, pengoordinasian 
Daerah, pemantauan dan eval uasi 

bidang keagamaan, kesejabteraan sosial 

pengoordinasian perumusan 
pelaksanaan tugas Perangkat 
pelaksanaan kebijakan daerab di 
dan kesejahteraan masyarakat. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 
Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : 
a . penyiapan baban pengoordinasian perumusan kebijakan daerah d i 

bidang keagamaan, kesejah teraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 

di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan 
masyarakat; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidal< 
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan 
di bidang kegamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 
dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 14 

{l) Bagian Adrninistrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: 
a. Sub Bagian Bina Mental Spiritual; 
b . Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan 
c. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin oleh Kepala Sub 
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. 

Pasal 15 

{1) Sub Bagian Bina Mental Spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
aya t (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data, bahan 
perumusan kebijakan, koordinasi, penyusunan petunjuk pelaksanaan, 
pertimbangan pemberian bantuan dibidang peribadatan, sarana pendidikan 
agama dan pendidikan keagamaan, penyiapan bahan, pengkoordinasian dan 
melakukan perumusan kebijakan, pedoman pembinaan, fasilitasi dan 
pengembangan kerjasama antar lembaga dan kerukunan umat beragama, 
penyiapan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi 
kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan, koordinasi lintas 
sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi, memfasilitasi dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan 
aliran serta kerjasama antar lembaga keagamaan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ, Sub 
Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai fungsi : 
a . penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama 

dan pendidikan keagamaan; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan yang behubungan dengan sarana 

peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; 
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c. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi lerkail dalflm rangka 
pengembangan sarana pcribadatan, Sflt"8111\ pemlidiknn ag11m11 dnn 
pendidikan k1:agamaan: 

d. peny iapan bahan pcn.vusunan petunjuk petaJ<sanaan cli hidRng sarana 
peribaclatan. sanma pendiclikan agama dun pcndidikan kegamaan: 

e. penyiapan bahan pertimbangan pemlJf'rinn lmntuan di bidang sarana 
pedliadatan, saranR agama dan pcndidikRn k1•agamaan: 

f. penyiapan bahan. mr11gkoordin11silmn clan mctalrnlrnn pcrumusan 
kebijakan claernh di bidH11g lcmbaga dim kcrukunan kcagamaan; 

g. penyiflpan clan niengkoordinasikan bahan pedoman pcmbinaan lembaga 
clan kerukunan kt'agamaan; 

h . pembinaan, fasititasi dan pengcmbangnn kcrja sama antar lcmhaga 
keagamaan clan kerukunan umat beragama; 

1. penyiapan bahan pengolahan data, saran, pcrtimbangan serta koordinasi 
kegiatan clan penyusunan laporan progrnm pembinaan umat beragama 
clan kerja sama an tar lembaga kcagamaan; 

j . pengoordinasian lintas sektor clan perlemuan/rapat- rapat koordinasi di 
bidang kcrukunan umal beragama dan serta k erja sama antar lcmbaga 
keagamaan; 

k . pelaksanaan fasilitasi dan mengkoorclinasikan pelaksanaan kegiatan 
kerukunan umat beragama clan aliran scrla kerja sama antar lembaga 
keagamaan ; 

I. pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan musyawarah 
antar umat beragama dan aliran kepercayaan; 

m . penyiapan bahan dan mengkoordinasikan kegiatan forum kerukunan 
umat beragama clan konsultasi kcrukunan hiclup antar umat beragama 
daJ1 atiran kepercayaan; 

n . pengoordinasian kerja sama sosial kemasyarakatan clan konsul tasi 
penanggutangan secara dini masalah clan kasus kerukunan hidup antar 
umat beragama dan aliran kepercayaan; 

o. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama 
dan aliran kepercayaan; 

p. penyiapan baban, clan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan 
daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan; clan 

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 16 

(1) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 
pengoordinasian perumusan, pengoordinasian pelaksanaan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan, pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan 
pemedntah bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan 
perempuan, perlindungan anak, pengenclaJian penduduk dan keluarga 
berencana, penyiapan hahan penyuluhan dan sosiaJisasi program 
transmigrasi kepada masyarakat, kerjasama dengan daerah penempatan 
transmigrasi, pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi perpindahan 
transmigrasi, melakukan seleksi clan pelatihan calon transmigrasi, 
melakukan pemberangkatan calon transmigrasi kedaerah asal ketransito 
kabupaten, provinsi clan lokasi transmigrasi, penyiapan bahan fasilitasi 
pemberian hibah, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah 
dan bantuan sosial kepada badan/lembaga, onnas, ketompok masyarakat 
dan individu atau keluarga. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!) , Sub 
Bagian Kesejahteraan Sosial rnempunyai fungsi : 
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a . penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah 
daerah di bidang sosial, transmigrasi , kesehatan, pemberdayaan 
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah 
daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan 
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana; 

c. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi , kesehatan, 
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana; 

d . penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan 
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana; 

e. penyiapan bahan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi 
kepada masyarakat; 

f. penyiapan bahan kerja sama dengan daerah penempatan transmigrasi; 
g. penyiapan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi 

perpindahan transmigrasi; 
h . pelaksanaan seleksi dan pelatihan calon transmigran; 
1. pelaksanaan pemberangkatan dan pengawalan calon transmigran dari 

daerah asal ketransito kabupaten, provinsi dan lokasi transmigrasi; 
J. penyiapan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada 

badan/lembaga, ormas, kelompok masyarakat dan individu atau 
keluarga; 

k. penyiapan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga, ormas, kelompok 
masyarakat dan individu atau keluarga; dan 

I. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 17 

(1) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 
pengoordinasian perumusan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan pelayanan adrninistrasi 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan dan olahraga, 
pariwisata dan kemasyarakatan lainnya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Sub 
Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah 

daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah 

daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata; 
c. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kebjjakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan 
bidang pariwisata; 

d. penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan 
kemasyarakatan lainnya; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 
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Paragraf 3 
Bagian Hukum 

Pasal 18 

(1) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah. 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkar Daerah. pelaksanaan 
pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan. bantuan hukum 
dan dokumentasi dan informasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bagian 
Hukum mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang

undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasL 
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang 

perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; 
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 

di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan 
infonnasi; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; 
dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemeri.ntahan dan 
Kesejahteraan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsinya . 

Pasal 19 

(1) Bagian Hukum , terdiri dari: 
a . Sub Bagian Perundang - Undangan; 
b. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan 
c. Sub Bagian Dokumentasi dan lnformasi. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub 
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. 

Pasal 20 

(1) Sub Bagian Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 19 
ayat (I) huruf a, mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan, 
pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah, 
penyiapan bahan penjelasan Bupati dalam proses penetapan peraturan 
daerah, penyiapan bahan analisa dan kajian, administrasi pengundangan 
dan autentifikasi serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
produk hukum daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 
Bagian Perundang-Undangan mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan peny usunan produk hukum daerah; 
b. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah; 
c. penyiapan bahan penjelasan Bupati dalam proses penetapan peraturan 

daerah; 
d. menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah; 
e. melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum daerah; 
f. menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk 

hukum daerah; 
g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum 

daerah; dan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 21 

(I) Sub Bagian Bantuan Hukum sebagaimana d imaksud dalam Pasal J 9 ayat ( \ ) 
huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi permasalahan hukum 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, fasi litai;i bantuan hukum, 
konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum 
bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum didalam maupun 
diluar pengadi lan, koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan 
perkara hukum, koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak 
Asasi Manusia (HAM). penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan 
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhaclap hasil penanganan perkara 
sengketa hukum. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 
Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan 

pemerinLahan daerah; 
b. pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan 

pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah 
daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengarulan; 

c. pelaksanaan koordinasi dan fasili tasi kerja sama dalam penanganan 
perkara hukum; 

d. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak 
Asasi Manusia (HAM); 

e. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion); 
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan 

perkara sengketa hukum; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 22 

(1) Sub Bagian Dokumentasi dan Jnformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan 
dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan, 
menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam 
rangka pembentukan kebijakan daerah, melaksanakan pengelolaan jaringan 
dokumentasi dan informasi hukum, memberikan pelayanan administrasi 
informasi produk hukum, melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan 
desiminasi produk hukum daerah maupun peraturan perundang-undangan, 
melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi 
produk hukum daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 
Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai fungsi : 
a. pel aksanaan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan 

peraturan perundang-undangan lainnya.; 
b. menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam 

rangka pembentukan kebijakan daerah; 
c. pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 
d . pelaksanaan pemberian pelayanan administrasi informasi produk 

hukum; 
e. pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum 

daerah maupun peraturan perundang undangan lainnya; 
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan 

informasi produk hukum daerah; dan 
g. pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Bagian Ketiga 
Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Pasal 23 

(I) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu 
Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan 
kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan 
barang dan jasa dan sumber daya alam. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Asisten 
Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi : 
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, 

administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; 
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa 
dan sumber daya alam; 

c . penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa; 
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

pengadaan barang dan jasa; 
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait 

pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor 
yang mempengarubi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 
perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 1 
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

Pasal 24 

(1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas 
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 
pelaksanaan tugas perangkat daerah, pernantauan dan evaluasi serta 
pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Sadan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), 
perekonomian dan sumber daya alam. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), Bagian 
Perekonornian dan Surnber Daya Alam mempunyai fungsi : 
a . penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang pembinaan BUMD dan BLVD, perekonomian, dan surnber daya 
alam; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah 
di bidang pernbinaan BUMD dan BLUD, perekonornian dan sumber daya 
alam; 

c. penyiapan bahan pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
dl':er~h terkait pencapaian tujuan kebijakan, darnpak yang tidak 
dungmkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan 
d1 b1dang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya 
alarn; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan terkait dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 25 

(1) Bagian Perekonom.ian dan Sumber Daya Alam. terdiri dari : 
a. Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD; 
b. Sub Bagian Perekonomian: dan 
c. Sub Bagian Sumber Daya Alam. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub 
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. 

Pasal 26 

(I) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD sebagaimana dimaksud dalam 
PasaJ 25 ayat (I) huruf a, mempunya.i tugas menyiapkan bahan perumusan 
penetapan kebijakan, pembinaan pengelolaan BUMD dan BLUD, melakukan 
analisa perkembangan dan pencapa.ian kinerja serta melakukan monitoring 
evaluasi BUMD dan BLUD. 

(2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11, Sub 
Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD mempunyai fungsi : 
a . penyiapan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan 

BUMD dan BLUD; 
b. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan BUMD dan BLUD; 
c. melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja BUMD dan 

BLUD; 
d. melakukan monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Ba.gian terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 27 

(1) Sub Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (!) 
huruf b, mempunya.i tugas menyusun bahan dan data analisa, perumusan 
kebijakan, koordinasi dengan instansi terka.it terhadap pelaksanaan kegiatan 
pengembangan pariwisata, koperasi , UMKM, perindustrian, dan 
perdagangan, menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan 
pedoman umum, melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan, 
memfasilitasi dan pembinaan pengembangan pariwisata, koperasi , UMKM, 
perindustrian, dan perdagangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Sub 
Bagian Perekonomian mempunyai fungsi : 
a. penyusunan bahan dan data serta analisa pengembangan pariwisata, 

koperasi , UMKM, perindustrian dan perdagangan; 
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan pariwisata, 

koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan; 
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan 

kegiatan pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian dan 
perdagangan; 

d. penyusunan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman 
umum pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian dan 
perdagangan; 

e. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan pengembangan 
pariwisata, koperasi , UMKM, perindustrian dan perdagangan; 

f. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang pengembangan 
pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan; dan 

g. pelaksanaan fungsi la.in yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 
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PasaJ 28 

(I) Sub Bagian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
{ll huruf c, mempunyai tugas menyusun bahan dan data serta analisa, 
perumusan kebijakan dibidang pertanian. perkebunan, ketahanan pangan , 
petemakan. penkanan, sumber daya aJam dan lingkungn h1dup, 
melaksanakan koordinasi dengan instansi terkail, menvusun bahan 
pen_1usu11an petunj uk pelaksanaan dan pedoman umum keg1a1.an pertanian. 
perkebunan. ketahanan pangan, pertemakan, perikanan, sumber daya alam 
dan lingkungan hidup. melaksanakan pemantaua.n da.n evaJuasi scna 
pelaporan, memfasilitasi dan pembinaan. memfasilitasi kegiatan dibidang 
pertanian, perkebunan. ketahanan pangan, peternakan, perikanan , sumber 
daya alam. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Sub 
Bagian Sumber Daya Alam mempunyai fungsi: 
a. pen)·usunan bahan dan data serta anaJisa di bidang pertanian, 

perkebunan, ketahanan pangan, petemakan, perikanan , energi dan 
sumber daya aJam: 

b. penrusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pertanian , 
perkebunan, ketahanan pangan, petemakan, perikanan. sumber daya 
alam dan lingkunga.n hidup; 

c. pelaksa.naan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan 
kegiaran pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, petemakan , 
perikanan. sumber daya alam dan lingkungan h idu p; 

d . pen~·usunan bahan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan 
perranian. perkebunan, ketahanan pangan, petemakan perikanan, 
sumber daya a.Jam dan lingkungan hidup; 

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang 
pertanian. perkebunan, ketahanan pangan, petemakan , perikanan, 
sumber daya a.Jam dan lingkungan hidup; 

f. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan dibidang pertanian, perkebunan, 
dan ketahanan pangan, petemakan. perikanan dan lingkungan hidup; 

g. pelaksanaan fasilitasi kegiatan di bidang pertanian. perkebunan dan 
ketahanan pangan, petemakan, perikanan dan lingkungan hidup; dan 

h . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagi.an terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf2 
Bagian Administrasi Pembangunan 

Pasal 29 

( I ) Bagian Adm.inistrasi Pembangunan mempunyai tugas m elaksanakan 
penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pcmantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian 
program dan evaluasi dan pelaporan. 

(2} Untuk melaksanakan tu gas sebagaimana dimaksud pad a ayat (I). Bagian 
Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi : 
a . penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaJuasi dan 
pelaporan; 

b . penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 
dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan 
pelaporan; 
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c. penyiapan bahan pcm,111tauan dan ,•valuasi pclnksanaan keu1111knn 
daerah lerkail pencapAiAn Iujuf\n kebijakan , dampnk _vfl nJ.I 11dn k 
diinginkan, dan faktor yang mcmpeng«ruhi penrapa1an I ujunn k<'htJHl-011 
d i bidang peny usunan program, pcngendalian program, evalumu dnn 
pelaporan; dan 

d . pelaksamian fungsi lain yang diherikan oleh AsisIe1, Pt•rt·konomu-111 dnn 
Pembangunan (erkail drngan tugas <fan fungsinyn. 

Pmml 30 

(1) Ba.gian Administrasi PcmbAngunan, terdiri dnri: 
a. Sub Bagian Penyusumrn Program; 
b. Sul> Bagian PengcndaliAn Program: <ian 
c. Sub Bagian EvAluasi clan r,• lapornn . 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud parla ayut (I I dipiinpin oleh l<epall'I Su iJ 
Bagian yang berada dibawah dan bPr lnn~11mgjawnh krpRdn KC'pr.ila Hnginn . 

Pasal 3 1 

(I) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimRnfl dimaksud dalnm Pusal 30 
ayat (1) huruf a, mempunyai Iugas men_yusun dan mcmpl'rsiApkan rrncana 
kegiatan. pedoman. pctunjuk teknis, 111cl11ksanakan koordinnsi denga n 
pemerintah pusat , provinsi dan kabupalcn/kota lain sC'rlA p1hok swostn . 
melaksanakan sosialisasi clan koordinasi, mt"laksanakHn pl'ny rn1unan 
program pembangunan. melaksanal<an koordinasi dan fasi l ilasi sf•rtn 
melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pcmlrnngunAn 
daerah . 

(21 Untuk melaksanakan lllgas sebagaimana dimaksud pada ayat {l), Sub 
Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi : 
a. penyusunan dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan progrnm 

pembangunan daerah ; 
b. penyusunan bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan progran1 

pembangunan daerah; 
c . penyusunan pedoman , petunjuk tekn is clan petunjuk pelaksanaan 

penyusunan program pembangunan daerah; 
d. pelaksanaan koordinasi dengan pemerini.ah pusat, provinsi clan 

kabupaten/kota lain serta pihak swasta dalam rangka peny usunan 
sinergitas program pembangunan dacrah; 

e. pelaksanaan sosialisasi dan koorclinasi clalam rangka pcny usunan 
program pembangunan claerah; 

f. pelaksanaan penyusunan program pembangunan clalam rangka 
mengembangkan akses pembangunan daerah; 

g. pelaksanakan koordinasi clan fasil ilasi penyusunan program 
pembangunan dalam rangka mcngurangi resiko clan kerugian pihak la in 
dalam rangka kelancaran program pembangunan dacrah; 

h . pelaksanaan monitoring, cvaluasi dan pclaporan progmm pembangunan 
daerah; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepalu Bagian I,•rkai1 
dengan tugas clan fungsinya. 

Pasal 32 

(I) Sub Bagian Pengendalian Program sebagaimana <limaksud d;i lam Pasal 30 
ayat (\) huruf b, mempunyai tugas menyusun rencana dan bahan kf'blJaki:in 
pengendalian pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerin1Ali rm,upun 
swasta, menyusun pedoman , petunjuk leknis dan pelunjuk pelaksanaan 
pembangunan, mengendalikan sinergitas program pembangunan ha,k olc-h 
lembaga pemerintah maupun swasta dan melaksanakan pemb1naan dan 
fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pemhangunnn 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Sub 
Bagjan Pengendal ian Program mempunyai fungsi : 
a . penyusunan rencana kegjatan pengendalian program pembangunan; 
b. penyusunan bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar pembangunan 
sesuai dengan program pembangunan daerah; 

c . penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 
pembangunan dalam rangka pengendalian program pembangunan 
daerah; 

d . pelaksanaan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka 
mengurangi tlngkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan program 
pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta; 

e . pengendalian sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga 
pemerintah maupun swasta; 

f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian 
pelaksanaan program pembangunan; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 33 

( I) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 30 
ayat ( 1) huruf c, mempunyai tugas menyusun reneana monitoring dan 
pelaporan, pedoman, petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi, 
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi, mencatat, menyusun rekomendasi dan 
menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi, mengolah dan 
menyajikan data hasil evaluasi dan menyusun hasil evaluasi dan pelaporan 
sebagai bahan perumusan kebijakan program pembangunan daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sub 
Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : 
a . penyusunan rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan 

daerah; 
b. pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelaksanaan -program 

pembangunan daerah; 
c. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah; 
d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah; 
e . pencatatan, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan 

monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah; 
f. pengolahan dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program 

pembangunan daerah; 
g. penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan 

kebijakan program pembangunan daerah; dan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 3 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Pasal 34 

(1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan 
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, 
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. 
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(2) Untuk melaksanakan tuga.s sebagaimana dima.ksud pada ayat ( l ), Bagian 
Pengadaa.n Barang dan Jasa mempunyai fungsi : 
a . penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pcngelolaAn 

pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara 
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; 

b. penyiapa.n bahan pengoordina.sian perumusan kebijakan daerah cti 
bidang pengelola.an penga.daan barang dan jasa, pengclolaan layanan 
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengaclaan 
barang dan jasa; 

c. penyiapan ba.han pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 
di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa., pengelola.an layanan 
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan 
bara.ng dan jasa; 

d. penyiapan ba.han pemanta.uan da.n eva.luasi pelaksanaan kebijaka.n 
daera.h terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan 
laya.na.n pengadaan secara elektronik, pembiJ1aan dan advokasi 
pengadaan barang dan jasa; dan 

e. pela.ksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan terkait denga.n tugas da.n fungsinya. 

Pasal 35 

(1) Bagian Pengadaan Bara.ng dan Jasa, terdiri dari : 
a . Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; 
b. Sub Bagia.n Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan 
c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dima.ksud pa.da. a.yat (1) dipimpin oleh Kepa.la Sub 
Ba.gia.n yang berada diba.wa.h da.n berta.nggungjawab kepada Kepa.la Bagian. 

Pasal 36 

(1) Sub Bagian Pengelola.a.n Pengadaa.n Barang dan Ja.sa. seba.ga.ima.na. dimaksud 
dalam Pa.sal 35 a.yat (1) huruf a, mempunyai tugas mela.ksa.naka.n 
inventa.risa.si pa.ket, riset dan analisis, menyusun strategi pengadaa.n 
ba.rang/jasa, menyiapkan dan mengelola dokumen pemiliha.n, menyusun 
dan mengelola katalog elektronik loka.1/sektoral, membantu perenca.naan 
dan pengelolaan kontrak serta melaksanakan pemantauan da.n evaluasi 
pela.ksanaan pengadaan ba.ra.ng/jasa pemerintah. 

(2) Untuk mela.ksanakan tugas sebagaim.ana dima.ksud pada ayat (1), Sub 
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi : 
a. pela.ksanaan inventaris.asi pa.ket pengadaan barang/jasa; 
b. pela.ksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa; 
c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa; 
d. penyiapa.n dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen 

pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; 
e. pela.ksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; 
f . penyusunan dan mengelola katalog elektroni.k loka.l/sektoral; 
g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontra.k pengada.an 

barang/jasa pemerinta.h; 
h. pelaksana.an pemantauan dan evaluasi pelaksana.an pengadaan 

ba.rang/jasa pemerinta.h; dan 
i. pelaksana.an fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait 

dengan tugas dan fungsinya 
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Pasal37 

(1) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) buruf b, mempunyai tugas melaksan~an 
pengelolaan seluruh sistem informasi, pelayanan pengadaan barang/Jasa 
pemerintah secara elektronik, memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan 
verifikasi, melaksanakan indentifikasi kebutuban pengernbangan sistem 
informasi pengadaan barang/jasa, melaksanakan pengembangan sistem 
informasi yang dibutuhkan UKPBJ, melaksanakan pelayanan info_rmasi 
pengadaan barang/jasa, mengelola informasi kontrak dan rnanaJemen 
barang/jasa hasil pengadaan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Su~ 
Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mernpunyru 
fungsi: 
a. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan 

barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara 
elektronik) dan infrastrukturnya; 

b. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pernerintah secara 
elektronik; 

c. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna 
seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; 

d. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem inforrnasi; 
e. pelaksanaan pengernbangan sistem informasi yang ctibutuhkan oleh 

UKPBJ; 
f. pelaksanaan pelayanan infonnasi pengadaan barang/jasa pemerintah 

kepada masyarakat luas; 
g. pengelolaan informasi kontrak; 
h. pengelolaan informasi manajemen barang/jasa basil pengadaan; dan 
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepaJa Bagian terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 38 

(1) Sub Bagian Pembinaan. dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 35 ayat ( l) huruf c, mempunyai tugas 
melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa 
pemerintah, melaksanakan pengelolaan pengetahuan pengadaan 
barang/jasa, membina hubungan dengan para pemangku kepentingan, 
melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan dan 
analisis beban kerja UKPBJ , mengelola personil UKPBJ, melaksanakan 
pengernbangan sistem insentif personel UKPBJ, rnernfasilitasi implementasi 
standarisasi layanan pengadaan secara elektronik, rnelaksanakan pengelolan 
dan pengukuran kinerja, bimbingan teknis, pendampingan dan/atau 
konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa 
pemerintah dan melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak 
rnelalui mediasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Sub 
Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai 
fungsi: 
a. pelaksanaan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa 

pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan 
personel UKPBJ; 

b. pelaksanaan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan 
barang/jasa; 

c. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan; 
d . pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ· 
e. pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ; ' 

r--,- ---
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f. pengelolaan personil Ul<PBJ; 
g. pelaksanaan pengcmbangan sislem insenlif personel UKPBJ ; 
h . pclaksanAan fasili1asi implementasi standarisasi layanan pengadaan 

secara t•lektronik; 
1. pelaksanaan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan 

barang/jasa pemerintah; 
J . pelaksanaan bimbingan Leknis, pendarnpingan, dan/atau konsu ltasi 

proses pengadaa.n barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah 
provinsi. kabupaten/kota, dan desa; 

k. pelaksanaan bimbingan Leknis, pendampingan , dan/atau konsultasi 
penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa 
pemerintah , antara lain SIRUP, SPSE, e-ka1alog, e-monev, SIKaP; 

I. melaksanaJ<an layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; 

dan 
m . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait 

dengan lugas dan ru ngsinya. 

Bagian Keempal 
Asisten Administrasi Umum 

Pasal 39 

(l) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah 
dala m penyusunan kebijakan daerah , pelaksanaan kebijakan, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan 
eva\uasi pe\aksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol 
dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan. 

(2) untuk melaksanakan tu gas sebagaim ana dimaksud pada ayat (I), Asisten 
Administrasi Umum mempunyai fungsi : 
a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi 

pimpinan, dan perencanaan clan keuangan ; 
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

organisasi; 
d . peny iapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, 

organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan 
keuangan; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
organisasi; 

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi 
daerah; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait 
dengan tugas da.n fungsinya. 

Paragraf I 
Bagian Umum 

Pasal 40 

{I) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan 
kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf 
ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Bagian 
Umum mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan. 

staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga: 
b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata 

usaha pimpinan, star ahli dan kepegawaian , perlengkapan dan rumah 
tangga; dan 
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C" p<:IHk11anaf1n rungsi la.in yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum 
ll'rlrnil dcngan tugas dan fungsinya. 

Pasal 4 l 

(l) IJuginn Um um, lcrrliri <lari : 
A . S111J 13ngian 1'uta Usaha Pimpinan, Star Ahli dan Kepegawaian; 
h. Su Ii I lugian Pf'rlengkApAn ; clan 
c Su h IJngian Rurnah Tnngga. 

(2) Su h l:lagian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub 
Uaginn ym1g hcrada clibawah clan bertanggungjawab k epada Kepala Bagian . 

Pasal 42 

( l } Su h n agiAn Tala Ust~ ha Pimpinan, Star Ahl i dan Kepegawaian sebagaimana 
t l iumk:;ud dalarn Paso.I 'I I ayal (I) hurur a, mempunyai tugas melaksanakan 
pengc-lolnan administrasi perkantoran, pemantauan clan evaluasi dibidang 
pcngclolAan administrasi pcrkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha 
umum, pcrsuralan, kepeguwaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris 
Daernh, Star Ahli clan rapal-rapat dinas serta melaksanakan pengelolaan 
kcarsipan. 

(2) Un1uk mclal<sanakan tugas sabagaimana d imasucl pada ayal (!}, Sub Bagian 
Tata Usaha Pirnpinan, Slaf Ah li clan Kepegawaian mempunyai fungsi ; 
a. pclaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi 

kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, 
Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat- rapat dinas; 

b . pclaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan 
adminis1rasi perkantoran yang mcliputi kegiatan tata usaha umum, 
persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, 
Staf Ahli , clan rapat-rapat dinas; 

c. pelaksanaan pengelolaan kearsipan; clan 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepaJa Bagian terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 43 

(I) Sub Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (l) 
huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengamanan, 
pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor, 
dilingkup sekretariat daerah , pengadaan perlengkapan Bupati dan Wakjl 
Bupati serta Sckretarial Daerah, melaksanakan kebijakan pengelolaan, 
pcnggunaan, pengendalian clan pemcliharaan kendaraan dinas Bupati dan 
Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah serta kendaraan dinas operasional 
dan sewa kcndaraan, melaksanakan sarana dan prasarana, menjaga 
kebersihan dan pem eliharan rumah dinas, penyiapan sarana dan prasarana 
unt uk rnendukung kegiat.an Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat 
Dacrah. 

(2 ) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( J ), Sub 
Bagian Pcr lengkapan mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan 

prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat 
Daernh; 

b. pelaksanaan kebijakan pengadaan perlengkapan Bupati dan Wakil 
Bupati serta Sekretariat Daera.h ; 

c. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan 
pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat 
Daerah serta kendaraan dinas operasional dan sewa k endaraan; 
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d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan 
dan pemeliharaan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati serta 
Sekretariat Daerah; 

e. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung 
kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 44 

(1) Sub Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 I ayat (1) 
huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Bupati dan 
Wakil Bupati serta Sekretaiiat Daerah dan penyediaan akomodasi, jamuan, 
makanan dan minuman untuk kegiatan pemerintah daerah, tamu 
pemerintah daerah dan rapat-rapat. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Sub 
Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati serta 

Sekretariat Daerah; 
b. melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman 

untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat
rapat; dan 

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 2 
Bagian Organisasi 

Pasal 45 

(1) Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis 
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan refonnasi 
birokrasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 
Organisasi mempunyai fungsi : 
a . penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan 

dan analisisjabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan 
refonnasi birokrasi; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata 
laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 
di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata 
Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi; 

d . penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik 
dan tata laksana serta kinerja dan refonnasi birokrasi; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 46 

( l) Bagi an Organisasi terdiri dari: 
a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 
b. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan 
c. Sub Bagian Kinerja dan Refonnasi Birokrasi. 
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111 ~uh n111pn11 "W"hawumnnn 1hmnksud podn A\11t Ill ,hp1mpm oll'h "rpola Sub 
l\illt1nn , on!( h('111d11 d1ba"' ah dnn b('rtlln!U(UOR JII"' uh krparlu "rpRln llaglllll 

Pasal 4 7 

t1) Sub Bag111n "rlf'mhaRaRn dan >.nahSJ'I Jaharan d1mak-.ud dnlnm Pa&il 4f> 

n,nt Ill huruf a mf'mpu1na1 tugas mrmrnpknn bahnn ix-n, u-.unan struktur 
organ1-.a'l1 dan Ulla krna ISOT"I mrm u•mn hlihnn koordin,1s1 rw-rumuAAn 
IUJtll!! dnn fung111 1ahatnn orgamsa<11 prran1tlo.a1 dnl"rah mf'mu'lun bllhnn 
t"\ RI\IR'lt krlf'mb11gf1an prr.mgkat daf'rnh dnn u nu rw-lnk'!Ana tl'kn1s darrnh . 
ml'm u11un srnndar kompPlrn-., JAl>Rtan rS" JJ mf'n, usun an.1hs1s JRbatan. 
annh"ilS l,rban kr11a dan r,nlu11-.1 1nba1an mPn, usun kaJ1on akadem1k 
trrhadap usulan ix-nataan organisas1 pernngkat dnrr11h. mc-n, warn profil 
krlc-mhagnan 1!0Proh 

121 Untuk mrlaksanakan tugai; ~baga1man11 d1maksud pada a,a1 r 11. Sub 
Bngu111 11.rlrmhagaan dan l\nalts111 Jabatnn mrmpurl\itt (ungst 
a mrn, 1npk1m bahan Pl""' usunan Struktur Orga111sas1 dan Tata Kt'IJB 

(StJTI\J 
h mi-mu'lun bnhan koordma!ll perumusan tugos dan funis1 JRbatan 

org11mSJs1 Prrangkat Darrah 
c mrm usun bahAn ("valua81 kt"ll'mbagaan f'>l-rnngl-111 Darr11h dan unll 

prlAkAAn11 1rt-.mi- dnrrah. 
cl m'""' u11un 's1,1ndar ll.ompr1Pn.s1 Jaba111n (S l,.JI, 
t: m<"m uqun analt,m, J11lm11m anahs1s bf"ban kc-rtA rlan rv11lua.s1 JAbatan , 
f mrn, u~un kapan al..adrm1k 1rrhadap usu Ian prnat1111n orgon1sas1 

1'Prungk111 flur111h 
g m<"m u~un pn,lil ki-lt"mbagaen Prrangkat Daf"rnh. dan 
h f)('lnk'lftnaun lungs, 1nm I ang dtbt:nkan olrh "rpnla Flagian terka11 

rlrng1m lllgils dan fungs1ma 

( 11 Suh llagmn P<'IIHAnan l'ubhk dan Tata Laksana '-<'bag,11mana d1maksud 
d11lam 1'1ts11I 46 mar (11 huruf b , mt"mpuma, 1ugas nwn,usun J)l'doman lata 

na,;k11h cl11111s, pnkalRn clrnRs Jam kt'l)a, mt-lod<' kl'rJa. proM>dur kel)a. da.n 
pol11 huhungnn k,•111t . m<'m 111pkan bahan pemb1naan serta b1mbmgan 1ekn1s 
d1 b1dnnf( kl'llltalakSAnaan dan pda-s1na11 publtk bag1 unit kf"l)R/organisas1 
Pt"rongklll Dal'rah d1 hngkungan Pemennt.ah Daerah . melaksanakan 
oos1nil ,sas1 dan f11s1htas1 pem usunan Standar Pelavana.n Publ1k . 
mengh1mpun dan m<"mfas1lttas1 SLanda.r Operas1onaJ Prosedur (SOP) }ang 
rl1susun olt'h mas1ng masmg Pf"rangkat Daerah. mem 1apkan bahan 
mon11011ng dan f'\'aluas, pela)anan publik. melaks.anakan koordmas1 dan 
las1ltttu;1 1110, as1 pt>laq1nan pubhk 

(21 Un1uk melnksannkan tugas St'bagrumana d1maksud pada a,at (II. Sub 
81<gurn Pel1t, nnan Publtk dan Tata Laksana mempuma1 fungs1 
a pt"m usu nan pedoman tata naskah dmas. pakaian dmas, Jam kelJS, 

m,.tod<' "-"IJa. proSt'du1 keJJa , dan pola hubungan kel)a, 
b m,.,.m utpkttn bahan pt'mbmaan S('na b1mb111gan teknts dt b1dang 

ketatalal..SAnaan clan pela\anan pubhk bag1 unit ke1Ja / organisas1 
l'erangka1 Daernh d1 lmgkungan Pemt"nn1ah Daerah, 

d 

I' 

r 
g 

mclaksanakan sosiahsaSJ dan fasiltuts1 pem usunAn Stand11r Prla, anan 
J>ubhk . • . 

m<-ngh1mpun dan memfas1hta111 Standar Operas,onal Proscdur (SOI') ,ang 
d1susun oleh mnsmg-masmg Pernngkat Daerah, 
mi-m mpknn bnhan mon11onng dan evaJuos1 pela,anan pubhk, 
mt"l1tklll\nakan koordmas, dan fas1h11u11 movas1 pela,•anan pu bltk. den 
pelak'lllna1u1 (ungst la111 yang thbenkB11 olrh Kc-J>fflll Rl\glRn 1<'1 knit 
dr11gan 1ugaa den fung111m•a 
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Pasal 49 

( 11 Sub Bagian Kinc,ja dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam 
PaSStl 46 Ayat ( \) huruf c , mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan 
1eknis i>eningk1u an l(ine1Ja dan Refonnasi Birokrasi, Laporan Kinerja 
ln$tnnsi P,•nwrin tah (LKjlPI Kabupaten , road map reformasi birokrasi, 
mclakukan filsi l itasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi 
Pemerintah (SAKIP) dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan peningkaum kine1:ja clan reformasi birokrasi. 

(2) Unt.uk melak:;anakan lllgas sebagaimana dimaksud pada ayat (I I, Sub 
Bagian Kine,ja dan Refo1·masi Birokrasi mempunyai fungsi : 
a. pen~·usunan bahan kebijakan teknis Peningkatan Kinerja dan Reformasi 

Birokrnsi: 
b. menyusun bahan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (L,KjlP) 

Kabupaten: 
c. mt'nyusun road map refom1asi birokrasi: 
d. melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi 

Pemerintah (SAKIPj: 
e. melaksanakan monitoring dan eva\uasi pelaksanaan kebijakan 

Peningkatan Kinerja dan Refonnasi Birokrasi; dan 
f. pelaksaJ1aan fungsi lain yang diberikan oleh l(epala Bagian terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 3 
Bagian Protokol dan I<omunikasi Pimpinan 

PasalSO 

( l) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah, pema.ntauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 
di bida,,g protokol, komuniJ<asi pimpinan, dan dokumentasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bagian 
Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi : 
a . peny iapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi 

pimpinan. dan dokumentasi; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 

di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi ; 
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 5 1 

(I) Bagi8Jl Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari : 
a. Sub Bagian Protokol; 
b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; d8Jl 
c. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan. 

(2) Sub_ Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub 
Bag1aJ1 yang berada d1bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. 
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Pasa152 

(I) Sub Bagian Protokol seba aiman . 
mempunyai tugas melaks!nakan a d1maksud dalam PasaJ 51 ayat [J) huruf a, 
tamu pemerintah d ah . tata protokoler dalam rangka penyarnbutan 
keprotokolan · i aer . ' menyiapkan bah an koordinasi dan/atau fasilitas 
menginforma~:~a~rm~s~ a::a ddan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, 
melak _Ja ~ ru:1. kegiatan Pemenntah Daerah dan 

(2) U tuksanakan koordinasi dan £asil1tas1 kegiatan Bupati dan Wakil Bupati. 
8 n . pmelaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) Sub 

agian rotokol mempunyai fungsi : ' 
a. pelaksanaan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu 

pemerintah daerah; 

b. penyi~pan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan; 
c. meny1apkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan 

Wakil Bupati; 

d . menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah; 
e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil 

Bupati; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 53 

(1) Sub Bagian Komuni.kasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menjalin hubungan dengan berbagai 
pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah, memberi 
masukan kepada pimpinan daerah tenta.ng penyampaian informasi tertentu , 
memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai 
dengan kebutuhan dan/atau atas arahan pimpinan, menyiapkan dan 
menggandakan bahan materi rapat dan materi kebijakan serta menyusun 
naskah sambutan dan. pidato Bupati dan Wakil Bupati. 

(2) Untuk melaksanakan tugas seba.gaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian 
Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi : 
a . pelaksanaan jalinan hubungan dengan berbagai pihak terkait 

pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah; 
b. pernberian masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian 

informasi tertentu; 
c. pemberian infonnasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai 

dengan kebutuhan dan/atau atas arahan pimpinan; 
d. menghirnpun dan mengolah informasi yang yang bersifat penting dan 

rnendesak sesuai kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati; 
e. menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat; 
f. menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan; 
g. menyusun naskah sambutan dan pidato Bupati dan Wakil Bupati; dan 
h . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 54 

(1) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 
ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mendokumentas!kan kegiat8:n Bupa~i 
dan WakiJ Bupati, menyusun notulensi rapat BupatJ dan Wak1l Bup:au, 
memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupaa_. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (I), Sub Bag,an 
Dokumentasi Pimpinan mempunyai fungsi : 
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a. pendokumentasian kegiatan Bupali clan Wakil Bupati. 
b. penyusunan no1ulensi rapal Bupati dan Wakil Bupati, 
c. pelaksanaan fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupn1i tlnn 

Wakil Bupali; clan 
d . pclaksanaan fungsi lain yang cliberikan oleh Kepala Rag,an terkait 

clengan tugas dan fungsmya. 

Paragraf 4 
Bagian Perencanaan dan Keuangt:m 

l' asal 55 

( I) Bagi an Perencanaan dan Keuangan mempu n_va.i tu gas melaksanalrnn 
penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah. ~wngoorct inastan 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan clan ,·wiluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah di b1dang perencanaan. keuangan dan 
pelaporan. 

(2) Untuk melaksanaka.n tugas sebagaimana climaksud pada ayat (I). Oag,an 
Perencanaan clan Keuangan mempunya.i fungsi : 
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daera.h di 

bidang perencanaan , keuangan dan pelaporan: 
b penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan 1ugas Perangkat Dacrah 

di bidang perencanaan . keua.ngan dan pelaporan; 
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksa.naan kebijakan 

daerah terkait pcncapaian tujuan kebijakan, dampak yang litlak 
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan 
di bidang perenca.naan, keuangan clan pclaporan : dan 

d . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asis1e11 Administrasi Umum 
terka.it dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 56 

( l) Bagian Perencanaan clan Keuangan, terdirl dari : 
a. Sub Bagian Perencanaan: 
b. Sub Bagian Keuangan; dan 
c. Sub Bagian Pelaporan. 

(2) Sub Bagian sebagaima.na dJmaksud pada ayat (I I dipimpin oleh Kepala Sub 
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepacla Kepala Bagian. 

Pasal 57 

(1) Sub Bagia.n Perencanaan sebagaima.na dimaksud dalam Pasa.l 56 ayat (I) 
huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan per enca naa.n 
Sekretariat Daerah yang meliputi penyusunan rencana strategis (Renstra). 
rencana kinerja (Renja) tahuna.n, Rencana Kerja Anggaran (RKA), tilsili t.asi 
pelaksanakaan asistensi da.n verifikasi RKA, DPA, DPPA Perangkat Daera h 
dan menyusun perjanjian kinerja Sekretariat Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksucl pada ayat ( I ). Sub 
Bagia.n Perencanaan mempunyai fungsi ; 
a. penyiap~ bahan penyusunan perencanaan Sekretariat Daerah yang 

mehput1 penyusunan rencana strategis (Renstra), r encana kinerja (Renja) 
tahunan, Rencan.a Kerja Anggaran (RKA); 

b. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanakaa.n asistensi dan veiifikAsi Rl,A. 
DPA, DPPA Perangkat Daerah; 

c. penyusunan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah: dan 
d . pelaksanaan fungsi lain yang dibeiikan oleh Kepala Bagian tl'rkAil 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasa.158 

(I) Sub Bagian Ke~angan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ay al ( I ) huruf 
b, mempunyru tugas melaksanakan penatausahaan keuangan dan 
penatausahaan barang milik daerah pada Sekretarial Daerah, mclaksanakan 
teknis pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran, melaksanal<an 
pembinaan dan fasilitasi anggaran di lingkungan SekretariaL Daerah serta 
melaksanakan sistem pcngendalian intern. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 
Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan penatausahaan keuangan Sekretariat daerah ; 
b. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada Sekretariat 

Daerah; 
c. pelaksanaan Leknis pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran 

dilingkungan Sekretariat Daerah; . 
d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi anggaran di lingkungan Sekretanat 

Daerah; 
e. pelaksanaan sistem pengendalian intern ; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 59 

(l j Sub Bagian Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 56 ayat (IJ huruf 
c, mempunyai tugas menyusun bahan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(LKjlP), Evaluasi Rencana Kerja, Laporan SPIP dan laporan keuangan 
Sekretariat Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 
Bagian Pelaporan mempunyai fungsi: 
a. penyusunan bahan Laporan Kinerja Lnstansi Pemerintah (LKjlP) 

Sekretariat Daerah; 
b. penyusunan bahan evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah; 
c. penyusunan bahan laporan SPJP; 
d. menyusun bahan laporan keuangan Sekretariat Daerah; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

BABY 
STAF AHLI BUPATI 

Bagian Kesa.tu 
Kedudukan 

Pasal 60 

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli . 
(2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara 

administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 
(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berju.mlah 3 (tiga) Staf Ahli 

sesuai dengan pembidangan tugasnya, terdiri dari : 
a. Star Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; 
b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan· dan 
c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.' 

(4) Staf Ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi 
persyaratan. 

27 

~ipinda, dengan CamScanner 

■ 

., 

" ., 
• ,· 

ll 
II 

J 



Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi 

?asal 61 

r ( 11 Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap 1su-
1su strateg1s kepada Bupati sesuai kcahliannya, dl Juar tug.is dan fungs1 
perangkat daerah. 

(2) Untuk_ melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ), Stai Ahli 
Bupau mempunyai fungsi : 
a. melaksanakan idenrifikasi 1su - isu strateg1s dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya ; 
b. melaksa.nakan pengkajian dan analisis terhadap isu - isu strategis dalam 

penyelenggaraan urusan pcmerintah daerah sesuai dengan bidang 
tugasnva: 

c. mem~rikan telaahan dan rekomendasi kepada Bupati mengenai 
pen)elenggaraan urusan pemerin i.a.h daerah dibidang tugasnya; dan 

d . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 
dan fungsinya. 

BAB VJ 
KEWMPOK JABATAN FUNGSJONAL 

Pasal 62 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 
Jabatan Pungsional y ang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya. 

(2 } Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaJ<sud pada ayat (1) , 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. 

(3) Jum.lah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABVll 
KEPEGAWAJAN 

Pasa.l 63 

Sekretaris Daerah , Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian. Kepala Sub Bagian 
dan jabatan fungsional , diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

Pasa.l 64 

( 1) Sekretaris Daerah merupaJ<an jabatan eselon Ila a tau jabatan p impinan 
tinggi pratama. 

(2) Asisten dan Staf Ahli Bupat i merupakan jabatan eselon Ub atau jabatan 
pimpinan tinggi pratama. 

(3) Kepala Bagian merupakan jabatan eselon Illa atau Jabatan Adminisrrator. 
(4} Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon !Va atau Jabatan Pengawas. 
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BAB VIII 

TATA KERJA DAN LAPORAN 

Bagian Kcsatu 
Tata Kerja 
PasaJ 65 

(I ) Dalam melaksa.nakan tugasnya , scluruh pemegang Jabaum st.ruktura: dan 
Jabatan fu.ngsionaJ wajib menerapkan prins1p koordmas i, integras, dan 
sinkronisasi, baik daJam lingku nga.n masing-masing uni t maupun antar 
satuan kerja yang lain sesuai denga.n rugas dan fungsinya . . 

(2) Setiap punpinan unit kerja di Sekretariat Daerah wajib memimpin , membma: 
mengawasi, mengendalikan. mengarahkan dan mengevaluas1 serta memberi 
petunjuk kerja kepada bawahannya . 

(3) Sekretaris Daerah dan seluruh pejabat stnJktural di Sekret.aTJat Da<:rah 
wajib me laksanakan fungsi pengawasan rnelekat dalam unit kerJa masmg
masing dan mengambil Iangkah-langkah yang diperluka.n untuk 
penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undanga.n . 

Bagian Kedua 
Laporan 
Pasal 66 

(1 ) Sekretaris Daerah wajib menyampai.kan laporan pelaksanaan rugasnya 
secara periodik maupun sewaktu -waktu dan memberikan penjelasan teknfa 
ai.au keterangan kepada Bupati perihal kebijakan yang ditetapkan. 

(2) Setiap pimpinan unit kerja di Sekretariat Daerah wajib mematUhi kebija.kan 
yang dj tetapkan dan waj ib menyampai.kan laporan pelaksanaan tugas baik 
secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis 
atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan 
fungsinya . 

(3) Setiap pimpinan unit kerja di Sekretariat Daerah wajib mengolah laporan 
yang di terima dari bawahan dan menggu.nakannya sebagai bahan evaluasi 
dan Japoran dalam memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris 
Daerah dan/ atau Bupati guna perumusan kebija.kan lebih lanjut. 

BABlX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 67 

St~r Organisasi Sekreta_riat . Daerah sebagaimana tercantum dala.m 
Lamprran yang merupakan bagian udak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini . 

BABX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 68 

Pada saat Peratu.ran Bupati ini mulru be lak · b 
mendudukijabatannya serta melaksa ~ u, peJa at struk~ral yang ada tetap 
ditetapkannya pejabat yang baru be d n kanruPgas dan fungsmy~ saropai denga.n 

r asar eraturan BupatJ m1. 
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BABXI 
PENUTUP 

Pasal 69 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati mi. maka . 
1 · Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 37 Tahun 2016 ten tang Kedudukan. 

Susunan Organisasi. Tugas dan Pungsi Serta Tata Ke!Ja Sekretariat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong; 

2- Peratura.n Bupat1 ReJang Lebong Nomor 18 Tahun 2018 tentan& Perubaha.n 
Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 37 Tahun 2016 ten~g 
Keduduka.n . Susunan Organisasi, Togas da.n Fungs1, sen.a Tata Ke!Ja 
Sekretanat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 

Dicabut dan dinyatakan tida.k berlaku . 

Pasal 70 

Peraturan Bupati ini mulru berlaku pada tanggal diunda.ngkan. 

Agar setiap orang menget.ahu mya . memenntahkan pengundangan Pera~ran 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Senta Daerah Kabupaten ReJang 

Lebong. 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal 11 M ~r 2020 

BUPATI REJANG LEBONG, 

~ .:_y., AHMAD HIJAZI 

Diundangkan di Curup 
Pada ta.nggal // M a i 2020 

SDAERAH 
ANG LEBONG, 

, 

H. R. A. DENNI 

SERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 5"go 
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